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B[,'PATI $AMOSIR.
PERATURAN BUP,ATI SAMOSIR

NOMOR 42 T AHU N 2OO9

TENTANG

JBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 5 TAHUN 2OO9 TENTANG

CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI' BELANJA

HIBAH,BANTUANSOSIALDANBT\NTUANKEUANGAN

mbarr,J

BUPA"TI SATUOSIR,

a tsahwa denctan seflnll teqaciri'rya Bencan:l Keoakaran dan Bencana

Puting Belrung di Kabupaterr samostr untuk meringankan beban

rnasyarakat K(trban Berrcana iersebui Pernerintah Kabupatetr Sanlostt

perlumerrtberrkanbatltuartsprrrlualr]laUpullrtlaterial

b l3ahwa uniuk rnembanlu Korban Bencana Kebakaran dan Bencana

Puting Belturrtg dirnaksud di atas telah cJrsedtakan dana tlali-lrn P-APBD

Talrun Anggaran 2009,

c. Bahwa berdasarkan perttrnbangan drmaksud di atas perlu melakukan

perubahan.atasPeraturanBupatrSamostrNomor5Talrun?009

tentang I ata cara l'rernbertatr dan Pertanggungjawaban Belanla

subsrdi, Belan;a Hibah, BantLtarr Soslal dan Bantuan Keuangan

dBahwabelrcjasarkanpedtrrtbarli]ansebagainranadtrnaksuclpadahuruf

a, b, dan c, perlu drtetapkart dengan Peraturan F3upati'

rngat tJntlang-Undarrg Nonror ?-B Talrun 1999 tentelng Pertyelenggaraarr

Negara vang Bebas dan [Jersrh dart Kr-jrupst, Koltrsr tjatt Nepottsme

(L embararr Negar;r Repurblrk lrrdonesta I ahurr 1999 Ncrnor 75

Tambaharr Lernbaran Negara Republrk lndonesia Nomor 3851),

undang-Undang Nomor 11', T:-tittrn zA(.3 tentang Ketlanqan Neqar:t

(Lenrbaran Neqara Repubirk lncjotresta -l ahun 20t)3 Nonror tI7

T a rrr ba h a n [_e n l b rl ra n N e g a; ra litj trl u b l i k l n d o ne s l a N r.)ttl r: r 4286'l

LJrrcJang-Llndarrg I'lonror 36 lahun 2003 ientanq Pembetriukati

Kabupaten sarnOsrr dan Kabr.rpaten serdarig; Beclaqar rjr Proprnsr

l
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Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan

l.-embaran Negara Nomor 4346),

Undang-Undang Nomor 1 fahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

f erundang-Undangan" (Lembaran Neqara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lernbaran Negara Nornor a3B9),

Undang-Undang Nomor 15 -[ahun 2004 tentang Pemertksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerrntahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagarmana telah diubah beberapa kalr terakhir

dengan LJndang-Undang Nonror 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemertntah

Daerah (Lembaran Negara Republrk lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 I ahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemertntah Pusat darr Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara

l-ahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan [-embaran Negara Republik

lndonesra Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nornor 24 l-ahun 2005 tentang Siandar Akuntarrst

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503),

P-eraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (L.embaran Negilr"a Republik lndonesra Tahun 2005 Nomor

'137, Tambahan l-embaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nornor 56 l-ahun 2OO5 tentang Sistern lnformasi

Keuangan Daerah (Lernbarap Negara Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4576),

Peraturan Pernerintah Nonror 57 Tahrrn 2005 tentang Hrbah Kepada

Daerah (Lembaran Negara Repurblrk,,,,,,,,,.)Si3 
-[ahun 2005 Nomor'139

Tambahan Lembaran Negara llepublrk lndonesra Nomor 4577),
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Peraturan Pemerrntah Nomor 58 l-ahun 2005 tentang Pengelolaan

KeuanganDaerah(LernbaranNegaraTahun2005Nomorl40,

TambahanLembaranNegaraRepubllklndonesiaNomor45TS),

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan

KeuangandanKinerlalnstansrPemertntah(LembaranNegaraTahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor

4614),

Peraturan Presiden Republrk lndonesta Nomor 1 Tahun 2007 tentang

PengesahanPengundangandanPenyebarluasanPeraturanPerundang_

Undanqan

peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah'

Peraturan Daerah Kabupaten Samostr Nomor 2O Tahun 2007 tentang

organisasi dan tata Kerla sekretarrat Daerah dan Sekretarrat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dan staf Ahlr Kabupaten samostr (Lembaran

Daerah Kabupaten Samostr Tahun 2007 Nornor 130 Serr D Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Nornor 1 Tahun 2007)'

Peraturan Daerah Kabupatert sarnostr Nomor 22 Tahun 2007 tentang

organrsasi dan I ata Kerla Dinas Daerah Kabupatert Sarnostr (Lembaran

DaerahKabupatenSamostrNornorl32SeriDNomorl5,Tambahatr

l-embaran Daerah Nomor 3 l-ahun 2007)

19 Peraturan Daerah Nomor 1 I ahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan

danBelanjaDaerahKabupatenSamostrTahun2O0g(LembaranDaerah

KabupatenSamosirTahun20OgNomor4'SeriANornorl)'

20PeraturanDaerahKabupatenSamostrNomorl5Tahun2009tentang

ParubahanAnggaranPendapatandanBelanjaDaerah(APBD)

Kabupaten samostr TahLrn 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten samostr

Tahun 2009 Nom or 42 Serr A Nornor 23)'

2lPeraturanMenteriDalamNegerrNomorl3Tahun2006tentang

PedomanPengelolaanKeuanganDaerahsebagatmanatelahdiubah

denganPeraturanMentertDalamNegerrNomor5glahun20OTtentang

PerubahanatasPeraturanMenterrDalamNegerrNomorl3Tahun2006

tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah'
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22 peraturan Menteri Dalam Negerr Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur

Penyusunan Produk Hukum Daerah,

)? Peraturan Menterr Dalam Negerr Nomor

Pedoman Pengelolaan Belanla Hibah Pemrlu

44 Tahun 2007 tentang

Kepala Daerah dan Wakil

1.

Kepala Daerah;

24.PeraIuran Mentert Dalam Negerr

Pedoman PenYusunan APBD Tahun

Nomor 32 Tahun 2008 tentang

2009;

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATISAMoSIRTENTANGPERUBAHANATAS
PERATURANBUPATISAMOSIRNoMoR5TAHUN2009TENTANG
TATACARAPEMBERIANDANPERTANGGUNG..,AWABANBELANJA

SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN

KEUANGAN

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupatr samosir Nomor 5 Tahun 2009

tentang Tala Cara Pemberian Darr Pertanggunglawaban Belanla Subsidi'

Belanla Hibah, Bantuan sosial Dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah

Tahun 2OOg Nomor 06 Serr F Nomor 5) sebagar berikut

Ketentuan Pasal 2 ditambah pada ayat (6)' yang berbunyi sebagai

berikut 'l _r' '-
(6) Belanja Bantuan sosial dapat luga drberrkan untuk menanggulangt

Bencana Kebakaran dan Bencana Puting Beliung sesual dengan

kemamPuan keuangan daerah

Ketentuan pasar 3 huruf a diubah, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Belanla Subsidi dapat diberrkan antara lain kepada Lembaga Pendidikan

(TKSD,SMP'SMAiK)yanganggarannyatelahdialokasikandalam

APBD,

KetentuanPasal3hurufgdiubah,yangberbunyisebagaiberikut:

g Belanla subsidr diberikan setelah mendapat persetuluan Bupatt secara

kolektif untuk seluruh Belanla subsidr yang telah dralokasikan dalam

APBD,

2.

3.

J



4.KetentuanPasal5ditambahl(satu)butirpadahurufi,yangberbunyt
sebagai berikut :

i.UntukKorbanmusibahBencanaKebakarandanBencanaPuting
Beliung,BantuanSosraldapatcliberikanbilapermohonanbantuan

dilengkaprSuratKeteranganKepalaDesadantelahdiketahuiolehCamat

yangmenyatakanbahwaBencanaKebakaranatauBencanaPuting

BeliungbenarterladidanpermohonanbantuanharusdllengkaprFoto

DokumentastBencanatersebutBantuandtserahkanlangsungkepada

Korban dengan menandatanganr kwrtansr yang disakstkan oleh Kepala

da n d rbavarkan rungu';'T;"i;i;;;;"1'n]'u Fensel ua ran SKP KD

UCSA

PASAL II

peraturan Bupati inr berraku selak tanggar drundangkan

mengetahulnya memerlntahkan Pengundangan

dengan rnenelrlpatkannya dalam Berita Daerah

DrtetaPkan di Pangururan

pada tanggal 11 Desernber 2009

BUPATI SAMOSIR,

CaP/Dto

MANGINDAR SIMBOLON

Agar setiaP orang

Peraturan BuPatr lnl

KabuPaten Samostr

Diundangkan
Pada tanggal

Pangururan
gj hn-evnber '?/oo3
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SEKRETAR AERAH KABUPATEN

TIGOR SIMBOLON
ETR A DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN tt43 ruOrVron qa sERl ? NOMOR \z


